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SAMBUTAN

Segala puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan Yang
Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, buku berjudul
“Pemerintahan Umum dan Field Administration dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia” ini dapat hadir di tengah kita.

Sebagai seseorang yang sehari-hari berada di garis depan
penyelenggaraan politik dan pemerintahan umum, saya merasakan betul
bahwa tema yang diangkat dalam buku ini bukan hanya relevan secara
akademik, tetapi juga sangat nyata dalam praktik. Fungsi urusan
pemerintahan umum dan field administration sering kali menjadi jangkar
yang menjaga stabilitas, terutama ketika bangsa kita menghadapi dinamika
politik, sosial, dan keamanan yang kompleks.

Saya masih ingat, misalnya ketika menghadapi eskalasi konflik sosial
di beberapa daerah, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memainkan
peran sentral dalam mengkoordinasikan berbagai instansi vertikal serta
aparat dacrah agar penanganan berjalan cepat, terukur, dan terintegrasi.
Demikian pula dalam penyelenggaraan Pemilu serentak, keberadaan fungsi
pemerintahan umum menjadi krusial untuk memastikan keamanan,
ketertiban, dan netralitas birokrasi tetap terjaga. Pengalaman-pengalaman
ini menegaskan bahwa pemerintahan umum bukanlah konsep yang abstrak,
melainkan kebutuhan nyata dalam menjaga keutuhan NKRI.

Namun, ironisnya, diskursus akademik mengenai urusan
pemerintahan umum sering kali kurang berkembang dibandingkan dengan
isu desentralisasi dan otonomi daerah. Karena itu, saya memandang
kehadiran buku ini adalah sebuah terobosan intelektual yang mengisi
kekosongan wacana sekaligus menjembatani teori, regulasi, dan praktik
lapangan.

Para penulis berhasil menghadirkan narasi yang jernih tentang
bagaimana urusan pemerintahan umum seharusnya dipahami: bukan
sekadar urusan residu atau pelengkap dari fungsi sektoral, melainkan
sebagai mekanisme integratif yang memastikan kehadiran negara hingga ke
tingkat paling bawah. Konsep field administration yang mereka ulas sejalan



dengan realitas birokrasi kita, di mana pemerintah pusat membutuhkan
instrumen yang efektif untuk menjangkau seluruh wilayah sekaligus
menghormati semangat otonomi daerah.

Saya menyambut buku ini sebagai bagian dari ikhtiar membangun
tradisi keilmuan yang kokoh, yang tidak hanya berhenti pada ranah
konseptual, tetapi juga memberi inspirasi bagi penyelenggaraan
pemerintahan yang lebih efektif. Saya percaya buku ini akan bermanfaat
bagi akademisi, mahasiswa, praktisi pemerintahan, maupun para pengambil
kebijakan di berbagai tingkatan.

Akhirnya, saya mengucapkan selamat kepada para penulis atas
dedikasi dan kerja kerasnya. Semoga karya ini memberi manfaat luas,
memperkuat kesadaran kita tentang pentingnya urusan pemerintahan umum,
serta menjadi inspirasi bagi lahirnya penelitian lanjutan dan inovasi
kebijakan yang lebih baik.

Jakarta, Oktober 2025
Dr. Bahtiar, M.Si.
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PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt, Tuhan
Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku
berjudul “Pemerintahan Umum dan Field Administration dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia” ini dapat hadir di tengah-tengah kita. Saya
menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada para penulis, yaitu
Alma’arif, Irfan Ridwan Maksum, dan Achmad Lutfi, yang dengan
ketekunan akademik, ketajaman analisis, dan komitmen intelektual yang
mendalam telah berupaya menyingkap kembali salah satu konsep penting
dalam studi ilmu pemerintahan, yakni urusan pemerintahan umum atau
yang dalam literatur klasik dikenal sebagai algemeene bestuur, serta
kaitannya dengan praktik field administration dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam lintasan sejarah pemikiran administrasi publik di Indonesia,
diskursus mengenai urusan pemerintahan umum cenderung tenggelam di
tengah arus besar desentralisasi dan otonomi daerah yang bergulir pasca
reformasi 1998. Perhatian kita banyak terserap pada isu-isu seperti
penguatan pemerintahan daerah, demokratisasi lokal, akuntabilitas fiskal,
dan tata kelola partisipatif. Namun, di balik itu semua, terdapat aspek yang
tidak kalah penting: bagaimana pemerintah pusat, melalui struktur lapangan
(field administration), tetap menjalankan fungsi integratif, menjaga
keutuhan negara, serta memastikan berlangsungnya pelayanan umum dan
ketertiban umum di seluruh pelosok Nusantara.

Buku ini hadir pada saat yang tepat untuk mengingatkan kita akan
pentingnya wurusan pemerintahan umum sebagai fondasi konseptual
sekaligus operasional dari administrasi pemerintahan di negara kesatuan.
Pemaknaan kembali atas konsep algemeene bestuur bukanlah sebuah upaya
nostalgia akademik terhadap warisan kolonial, melainkan bagian dari ikhtiar
membangun perspektif teoritis dan praktis dalam rangka memperkuat fungsi
negara di tengah dinamika globalisasi, disrupsi digital, dan fragmentasi
sosial politik kontemporer.

vii



Konsep field administration yang dielaborasi dalam buku ini menjadi
relevan untuk menjawab pertanyaan mendasar: bagaimana pemerintah pusat
dapat menjangkau seluruh wilayah negara secara efektif? Dalam ilmu
administrasi publik, field administration merujuk pada struktur organisasi
dan mekanisme kerja birokrasi pusat di daerah. Di Indonesia, hal ini
terepresentasi melalui keberadaan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat,
serta institusi vertikal kementerian dan lembaga yang menjalankan fungsi
pemerintahan di lapangan.

Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi ketegangan antara
logika desentralisasi dengan kebutuhan integrasi nasional. Pemerintah
daerah, dengan otonomi yang dimilikinya, cenderung lebih fokus pada
kepentingan lokal, sementara pemerintah pusat memerlukan instrumen
untuk memastikan implementasi kebijakan nasional secara seragam. Di
sinilah field administration memainkan peran strategis: menjaga agar local
diversity tidak menegasikan national unity.

Buku ini secara cermat menelaah persoalan tersebut dan menawarkan
kerangka pemikiran baru tentang bagaimana fungsi field administration
dapat diperkuat tanpa harus mengorbankan semangat desentralisasi dan
demokrasi lokal.

Kekuatan utama buku ini terletak pada dua hal. Pertama, kontribusi
akademik berupa upaya rekonstruksi konseptual terhadap urusan
pemerintahan umum. Penulis berhasil menautkan tradisi pemikiran
administrasi klasik dengan perkembangan kontemporer ilmu pemerintahan.
Hal ini penting karena literatur lokal tentang algemeene bestuur relatif
jarang, sementara literatur internasional lebih banyak menekankan pada isu-
isu governance, policy, dan manajemen publik.

Kedua, kontribusi praktis dalam bentuk tawaran konseptual dan
operasional yang dapat dijadikan referensi bagi para penyelenggara
pemerintahan. Buku ini dapat menjadi pedoman bagi para gubernur, bupati,
wali kota, serta pejabat instansi vertikal dalam memahami ruang lingkup,
fungsi, dan tanggung jawab mereka terkait urusan pemerintahan umum.
Lebih jauh, buku ini juga dapat membantu perumus kebijakan di tingkat
pusat dalam merancang regulasi yang lebih jelas, konsisten, dan aplikatif
terkait peran field administration.

Sebagai guru besar ilmu administrasi, saya memandang buku ini
sebagai sumbangan penting bagi pengembangan ilmu pemerintahan di
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Indonesia. Ia tidak hanya memperkaya khazanah akademik, tetapi juga
memberikan inspirasi bagi praktik penyelenggaraan pemerintahan. Saya
berharap buku ini dapat menjadi rujukan utama dalam diskursus mengenai
urusan pemerintahan umum dan field administration.

Lebih jauh, saya berharap lahir penelitian-penelitian lanjutan yang
mengeksplorasi tema ini dari berbagai perspektif seperti hukum tata negara,
ilmu politik, kebijakan publik, hingga studi perbandingan administrasi.
Dengan demikian, kita dapat membangun fondasi keilmuan yang lebih
kokoh sekaligus praktik pemerintahan yang lebih efektif dalam menjaga
keutuhan NKRI.

Akhirnya, saya menyampaikan selamat kepada para penulis atas
karya ilmiah yang sangat berharga ini. Semoga buku ini memberi manfaat
luas bagi pengembangan ilmu, praktik pemerintahan, serta penguatan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Depok, Oktober 2025
Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag.rer.publ.
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PENGANTAR

Dalam ranah dialektika akademik, negara dimaknai sebagai sebuah
konsep yang bersifat abstrak. Demikian misalnya menurut Benedict
Anderson dalam Imagined Communities (1983). Mungkin satu-satunya
personifikasi paling konkrit dari unsur-unsur pembentuknya adalah
pemerintahan.

Negara terbentuk oleh berbagai alasan. la dapat tercipta lewat
kepercayaan, tradisi, penaklukan, perpecahan, perjanjian maupun
proklamasi (Ndraha, 2002). Negara berbeda dengan bangsa. Negara bersifat
formal dan politis, sedangkan bangsa lebih bersifat komunitas dan kultural.
Satu negara dapat meliputi berbagai bangsa seperti Amerika. Dalam satu
negarapun bisa dihidupi oleh satu bangsa seperti Bangsa Indonesia (nation
state).

Sebuah bangsa dapat tersebar kemana-mana. China misalnya. Negara
dengan populasi mencapai 1,5 miliar. Mereka membentuk koloni di setiap
negara. Terdapat pula contoh satu bangsa satu negara. Bangladesh misalnya
yang lepas dari Pakistan. Kaum elit tradisional yang amat mencintai tanah
kelahirannya seringkali disebut kaum bangsawan, pemilik tanah yang tak
luput dari kritik masa lalu lewat sistem sosial feodalisme (Mulyadi, 2025).

Apapun proses terbentuknya bangsa dan negara, pada akhirnya
negara lewat pemerintahnya memiliki tanggungjawab umum, melindungi
segenap bangsa dan seluruh tumpah darahnya. Inilah tugas pemerintahan
umum yang bersifat abstrak. [a akan mengalami penyusutan secara perlahan
manakala terjadi proses spesialisasi, diferensiasi, dekonsentrasi, privatisasi,
bahkan desentralisasi.

Namun demikian, pada negara federalis dan kesatuan sekalipun, pola
diferensiasi yang mengakibatkan gerak sentrifugalistik tak menghilangkan
tugas pemerintahan umum. Ia menjadi realitas abadi yang mengikat dalam
hubungan pusat dan daerah, bahkan bandul pengendali gerak sentripetal
semacam otonomi yang terkadang melampaui prinsip-prinsip bernegara
kesatuan. Pemerintahan umum menjadi gejala universal di tengah dorongan
spesialisasi akibat tekanan politik, ekonomi dan sosial budaya.



Pada negara kesatuan, ketika negara terbentuk, semua urusan pada
awalnya dikerjakan oleh pemerintah pusat. Bahkan sebelum negara
membagi urusannya secara horizontal dan vertikal, semua urusan berada di
tangan pemerintah pusat. Inilah urusan pemerintahan umum yang
mengalami fleksibilitas bergantung konsensus. Pada UU Pemerintahan
Daerah No0.23/2014 misalnya, urusan pemerintahan umum dicantumkan
lewat pasal 9 ayat (5). Isi konkritnya bergantung pemerintah. Ia dapat
kehilangan sifat umum bila mengalami spesialisasi.

Di Indonesia, urusan pemerintahan umum meliputi hal-hal diluar
urusan desentralisasi. Pelaksanaannya dilakukan lewat mekanisme
dekonsentrasi. Ada yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah di daerah,
ada pula yang diwakilkan secara integratif (integreated field administration)
dan fungsional (functionale field administration). Sifat urusan pemerintahan
umum yang abstrak seringkali dimaknai tidak jelas, padahal Ia sangat
bergantung pada kebutuhan, konsensus dan political will pemerintah dalam
menjaga keseimbangan bandul urusan pemerintahan.

Diakui bahwa praktik penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
dari rezim ke rezim mengalami perubahan. Perubahan tak hanya
menyangkut volumenya yang kadang melemah lantas menguat kembali.
Perubahan juga meliputi mekanisme pelaksanaannya di setiap level
pemerintahan. Terkadang berhenti di strata provinsi, bahkan pada rezim
tertentu sampai ke tingkat kabupaten/kota dan kecamatan sebagai wilayah
kerja administrasi pemerintahan.

Hemat saya, bila saja para pembelajar dan praktisi pemerintahan
memahami betul konsep-konsep penting dalam bernegara dan
berpemerintahan, setidaknya kebijakan nasional semacam Makan Bergizi
Gratis (MBG), Sekolah Rakyat (SR), maupun Koperasi Merah Putih (KMP)
dapat diletakkan pada konteks pemerintahan umum, baik spirit, mekanisme,
maupun cara mengorganisasikannya.

Gejala atas kegagalan proyek-proyek nasional yang hari-hari ini
dikritik bukan karena kebijakan tersebut kehilangan kemuliaan atas
tujuannya. Tapi lebih karena ketidakpahaman kita meletakkan kebijakan
tersebut pada konsepsi berpemerintahan. Andai semua entitas pemerintahan
termasuk kabupaten/kota dan kecamatan mengemban tugas pemerintahan
umum secara nyata (bukan sekadar normatif), maka proyek nasional
semacam itu tak akan mungkin mengalami keruwetan seperti saat ini.
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Salah satu problem organisasi pemerintahan daerah selama ini hingga
level kabupaten/kota kehilangan alasan menjalankan urusan pemerintahan
umum. Statusnya sebagai daerah otonom tak dilapisi posisi sebagai daerah
administrasi yang memungkinkan daerah melaksanakan urusan
pemerintahan umum secara hierarkis. Ini pernah dipraktikkan dalam UU
5/1974. Dengan cara diintegrasikan dalam satu raga seperti entitas provinsi
tentu saja akan memudahkan daerah kabupaten/kota melaksanakan urusan
pemerintahan umum.

Praktik-praktik semacam ini tidaklah haram, karena pernah
dilakukan. Pada akhirnya semua bergantung pada konsensus pembuat
kebijakan, desain organisasi, serta kemauan politik pemerintah. Tentu saja
tiga persoalan utama itu menjadi peluang sekaligus tantangan bagi praktisi
pemerintahan. Buku ini setidaknya memberi kita alas akademik untuk
menyusun kembali posisi urusan pemerintahan umum.

Pada level operasional, dibutuhkan kemampuan kita mendesain
organisasi agar mampu mengalirkan urusan pemerintahan umum sesuai
karakteristik negara kesatuan. Sementara bagian penting dari konteks ini
adalah kemauan politik aktor-aktor pemerintahan, khususnya pemerintah
pusat dalam memastikan jalan-tidaknya urusan pemerintahan umum di
setiap level pemerintahan lewat program-program nasional di daerah.

Buku ini memandu kita kesana, melalui tinjauan Alma'arif, Irfan
Ridwan Maksum dan Achmad Lutfi yang secara intelektual berupaya
meletakkan kembali urusan pemerintahan umum baik secara konseptual
lewat penataan kebijakan, lebih lagi dalam praktik penyelenggaraan
pemerintahan dewasa ini. Saya pikir kita patut memberikan apresiasi
setinggi-tingginya atas penerbitan buku dengan judul “Pemerintahan Umum
dan Field Administration Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia” ini.

Jakarta, Oktober 2025
Prof. Dr. Muhadam Labolo, M.Si
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PRAKATA

Puji dan Syukur ke hadirat Allah Subhaanahu wata’ala karena berkat
limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga pada akhirnya buku yang
berjudul “Pemerintahan Umum dan Field Administration dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia” dapat selesai. Buku ini diharapkan dapat
memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan ilmu administrasi
publik khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan
umum di Indonesia.

Dalam kacamata ilmu organisasi, Urusan Pemerintahan Umum
(disingkat UPU) hakikatnya adalah urusan yang terkait pada materi-materi
kegiatan fungsi pemerintahan lintas sektor yang tak-dikerjakan oleh unit
sektoralnya, melainkan tetap dipegang oleh pimpinan organisasi. Oleh
Schnur, UPU ini disebut sebagai general governmental affairs, oleh
Mendiang Profesor Prajudi Atmosudirdjo disebut sebagai administrasi
pemerintahan umum.

Dalam ulasan Fried diaminkan oleh Profesor Bhenyamin Hoessein,
jalannya UPU di daerah-daerah dalam sistem pemerintahan negara bangsa
dikerjakan oleh wakil Pemerintah bagi negara penganut sistem prefektur,
sedangkan sistem fungsional dikerjakan oleh panitia bersama lintas sektor
yang bersifat sementara (adhoc). Inilah Urusan pemerintahan umum yang
menjadi domain nasional, urusan ini mutlak domain Pemerintah Pusat. Jika
didelegasikan ke bawah, hanya dapat melalui dekonsentrasi kepada wakil
pemerintah. Tiga tugas utama wakil pemerintah penerima UPU ini, yakni:
(1) atas nama Pemerintah mewakili kepentingan nasional di daerah untuk
mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kebijakan lintas sektor di
tempatnya; (2) Law and Order (mewujudkan dan menegakkan kebijakan
nasional di daerah); dan (3) mengikuti kaidah Freiss Ermesson (diskresi),
bagi urusan sektoral yang tidak dikerjakan oleh instansi pusat manapun yang
dibutuhkan masyarakat untuk dikerjakan.

Buku ini disajikan dalam 9 (sembilan) bagian yang secara
komprehensif membedah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik secara teoretis maupun
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secara empiris. Bagian pertama buku ini membahas mengenai negara
bangsa dan pemerintahan daerah. Negara bangsa yang muncul akibat
gagalnya negara kota (polis) Yunani sehingga merubah sistem hubungan
antara pemerintah dengan masyarakat yang setidaknya menghasilkan
pergeseran pada 3 (tiga) aspek yaitu, dari kesetiaan kepada dinasti menjadi
prinsip kedaulatan rakyat, dari kesetiaan kepada tuan penjajah menjadi
kewarganegaraan, dan dari individu sebagai subjek pasif dalam politik
menjadi warga negara aktif yang mengatur diri sendiri. Bagian kedua
berkaitan dengan kondisi eksisting pemerintahan umum di Indonesia yang
diatur dalam seperangkat kebijakan nasional, dan permasalahan yang
muncul di dalamnya. Bagian ketiga, lebih teoretis, membahas mengenai
pemerintahan di daerah, termasuk pemerintahan yang dilaksanakan oleh
pusat dan mekanisme penempatan wakil pemerintah, serta hubungannya
dengan otonomi.

Teleskop antara ilmu pemerintahan dan ilmu administrasi dalam
meneropong urusan pemerintahan umum dijelaskan pada bagian keempat
buku ini sehingga demarkasi pemerintahan umum dari kedua ilmu tersebut
dapat diidentifikasi. Secara normatif-historis, bagian kelima memberikan
gambaran eksistensi urusan pemerintahan umum dari zaman penjajahan
hingga reformasi dan masih eksis hingga saat ini. Bagian keenam hingga
ketujuh buku ini menyajikan realita empiris penyelenggaraan urusan
pemerintahan umum di Indonesia disertai problematika dalam tata
kelolanya, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat yang lebih mikro
yaitu perangkat daerah. Terakhir, buku ini ditutup dengan menawarkan
bentuk penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang tepat di
Indonesia seiring dengan kondisi eksisting pemerintahan yang sangat
demokratis.

Jakarta, Oktober 2025
Penulis
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BAB I

NEGARA BANGSA
DAN PEMERINTAHAN DAERAH

“Negara Bangsa menghasilkan pergeseran paradigma peran negara
dan masyarakat, dari kesetiaan kepada dinasti menjadi prinsip
kedaulatan rakyat, dari kesetiaan kepada tuan penjajah menjadi
kewarganegaraan, dan dari individu sebagai subjek pasif dalam

’

politik menjadi warga negara aktif yang mengatur diri sendiri’

N egara bangsa (nation-state) didefinisikan sederhana sebagai negara
yang penduduknya memandang diri mereka sebagai suatu bangsa
(Jaya, 2019, p. 5). Papp mendefinisikan negara bangsa sebagai kontrak
untuk mendeklarasikan berdirinya sebuah negara bagi bangsa tertentu yang
diikat oleh kesamaan-kesamaan dalam lingkup wilayah territorial tertentu.
Dengan demikian, negara bangsa merupakan gabungan semangat
kebangsaan dan gagasan tentang negara (Papp, 1988, p. 19). Senada dengan
hal tersebut, negara bangsa dapat berarti sebuah gagasan tentang negara
yang didirikan untuk seluruh bangsa atau seluruh umat berdasarkan
kesepakatan bersama menghasilkan hubungan kontraktual dan transaksional
terbuka antara pihak-pihak yang mengadakan kesepakatan itu (Madjid,
n.d.). Sehingga konsep negara bangsa, menurut definisi di atas, juga
berkaitan dengan kebangsaan dan nasionalisme. Selain berkaitan dengan
nasionalisme, negara bangsa juga berkaitan dengan demokrasi dan mata
pencaharian orang sebagaimana diungkapkan oleh Xia bahwa “...Three
People’s Principles” or, in Chinese, (Nationalism, Democracy, and the
People’s Livelihood), really captured the spirit of the nation-state in the
modern world” (Xia, 2014, p. 92).

Kajian mengenai asal muasal munculnya konsep negara bangsa
masih menjadi perbincangan oleh para pakar. Di satu sisi, negara bangsa
disebut sebagai representasi atau perwakilan dari negara masa lalu yang
terlibat dalam upaya-upaya melalui proses sejarah yang panjang (Plets,

1



Buku Pemerintahan Umum dan Field Administration dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia membahas secara mendalam
dinamika penyelenggaraan pemerintahan di tingkat pusat hingga daerah dalam kerangka negara kesatuan. Pemerintahan umum
merupakan fungsi utama pemerintah yang mencakup pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang bersifat umum, seperti
koordinasi antarinstansi, pembinaan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, serta pelayanan
publik. Konsep ini menjadi landasan penting dalam menjaga stabilitas, efektivitas, dan keterpaduan penyelenggaraan
pemerintahandiseluruh wilayah Indonesia.

Sementara itu, field administration atau administrasi lapangan merujuk pada mekanisme pelaksanaan kebijakan dan program
pemerintah ditingkat daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Melalui administrasilapangan, kebijakan nasional
dapat diterjemahkan dan diimplementasikan sesuai konteks lokal tanpa mengurangi prinsip sentralisasi yang menjadi ciri khas
negarakesatuan.

Buku ini menguraikan bagaimana sinergi antara pemerintahan umum dan field administration menjadi kunci keberhasilan tata
kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Disertai kajian teoritis, analisis yuridis, dan
contoh praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, buku ini menjadi referensi penting bagi mahasiswa administrasi
publik, aparatur pemerintah, dan peneliti kebijakan publik. Melalui pemahaman mendalam terhadap kedua konsep ini, pembaca
diajak memahami esensi koordinasi vertikal dan horizontal dalam menjaga keutuhan serta efektivitas sistem pemerintahan
NegaraKesatuan Republik Indonesia.

Kategori DDC: 351 — Public administration of central government (Administrasi Publik pemerintahan pusat).
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